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A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah
sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan,
perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Tanpa disadari
produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kelancaran

hidup manusia.*

Menurut Soerjono |oB‘wEI«AJM)idang teknologi akan

berjalan.bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan
dibidang kemasyarakatangeQQQ;QJbaQnﬁi dLarIa@ rya\éyarakat
dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola
perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.
Perubahan-perubahan tersebut, disatu sisi akan mempermudah
manusia dalam menjalankan aktivitasnya, dimana batas ruang dan
waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer
internet.

Internet adalah suatu wadah atau sumber informasi yang sangat

membantu orang lain dalam mencari berbagai macam informasi yang

LH Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, CV.

Tanjung Agung, Jakarta. 2015, him. 9
Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
2006, him. 66



dibutuhkannya dengan tujuan untuk mengembangkan diri dan dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Berbagai macam
informasi bisa didapatkan dari internet yang tentunya sangat
bermanfaat apabila penempatannya benar, akan tetapi jika dibuat
untuk merusak maka seluruh pengguna juga akan mendapat informasi
yang merusak moral individu itu sendiri. Hanya dengan membuka layar
dan menekan beberapa tombol pada papan ketik komputer yang
terkoneksi dengan jaringan internet, penelusuran dan pencarian
informasi dapat dilakukan.?

Karena terlalu mudahnya terhadap akses penggunaan internet,

sehingga masyarakat daIaBeEaAmM informasi baik yang

sifathyapositifmaupun yang negatif. Namun_ tidak jarang pula
masyarakat ikut latah me eE'; IanQer li QHE bL‘rtQ]thf yang
timbul, tanpa dipahami bahwa berita yang ikut disebarkan atau di
distribusikan memberikan dampak berupa penghinaan atau
pencemaran nama baik baik orang lain. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya
disebut UU ITE) adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban
oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh

aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam

3 Raharjo, Agus, Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan
Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, him. 38



negeri terlindungi dengan baik, dari potensi kejahatan dan
penyalahgunaan teknologi.*

Salah satu yang menonjol adalah tentang kejahatan
pencemaran nama baik dimana dahulu sebelum perkembangan
internet menjadi sedemikian maju, umumnya dilakukan dengan media
tradisonal berupa media cetak atau apapun yang berwujud, sekarang
dapat dengan luas dan bebas dilakukan melalui media elektronik.

Aturan mengenai kejahatan pencemaran nama baik itu sendiri
telah diatur dalam Pasal 310 (2) KUHP tentang penghinaan, yang
berbunyi: “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang

disiarkan, dipertunjukkanlpB lliﬂﬁiMﬂpelkan, maka yang

berbuatJitbdibukum karena menista dengan tulisan dengan

p— School of Law

Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama
baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”®
Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus

tentang penyebaran atau pendistribusian informasi elektronik yang

bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang kasus telah

* Ibid., him. 40
® pasal 310 (2) KUHP
® pasal 27 ayat (3) UU ITE



diputus oleh pengadilan. Dalam kasus ini terdakwanya adalah Ir.
Martua Saragih Bin P.J.I Saragih (52 tahun) yang oleh penuntut umum
didakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan
atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi
elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terdakwa menentang
atas kebijakan pengangkutan sampah warga yang ditetapkan lurah
H.Lukman Hakim SP, yang akhirnya menyebarkan berita kepada
warga dengan cara membuat SKS yang bunyinya mengandung unsur
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang isinya : “Pak Lurah

LBB PS Pbr/H.Lukman HikBFIythﬂMtang -mentang kaya

raya.seenaknya.mengancam dan mengusir warga dengan cara G.30
S. PKl dan terorisme dengﬂ gemog)anLruQ}ﬁtul-Ra?w/jadi alat
kekuasaan, ini Negara hukum. DL Sitorus saja hartanya Rp Triliunan
juga patuh hukum”. Penuntut umum akhirnya menuntut dengan
ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-
undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Atas tuntutan tersebut akhirnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan
putusannya Nomor : 891/PID.SUS/2014/PN.Pbr memutuskan bahwa :
Menyatakan Terdakwa Ir. Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan



penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan
tunggal; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.” Namun atas
putusan tersebut, penuntut umum menyatakan banding sehingga
kasusnya ditangani oelh Pengadilan Tinggi. Akhirnya Pengadilan
Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor

50/PID.SUS/2015/PT.PBR menetapkan : 1)Memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 891/PID.SUS/2014/PN.Pbr
tanggal 12 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sehingga amar

selengkapnya berbunyi SIDB I-lkA Menyatakan Terdakwa

lkMartua,Saragih, Bin P.J.| Saragih tersebut diatas, terbukti secara
sah_dan_meyakinkan b a@nhn@@xll Q}ik Lm@wzvaengan
Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal,
dan 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa
pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada
perintah lain dalam keputusan Hakim sebelum masa percobaan

berakhir selama 1 (satu) tahun.® Berdasarkan uraoan di atas maka

'Cuplikan  Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  Nomor
891/PID.SUS/2014/PN.Pbr

8Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru  Nomor
50/PID.SUS/2015/PT.PBR



B.

C.

penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PEMIDANAAN
TERHADAP PALAKU PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN
NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor

50/PID.SUS/2015/PT.PBR)”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam
penelitian skripsi ini adalah :
1. Bagaimana bentuk pendistribusian informasi elektronik yang

bermuatan penghmaaIw B/el ﬁeM nama baik ?

emldanaan terhadap pelaku pendistribusian
wdromkag;g b@n@alamO ElgflmQ]Wan/atau
pe aran nama baik dalam Putusan Pengadilan Nomor :

50/PID.SUS/2015/PT.PBR ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk pendistribusian informasi
elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik ;

2.  Untuk menganalisis tentang pemidanaan terhadap pelaku

pendistribusian  informasi  elektronik yang  bermuatan



penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Putusan

Pengadilan Nomor : 50/PID.SUS/2015/PT.PBR
Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa
bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan
wawasan penulis dalam memahami bentuk pendistribusian informasi
elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik dan pemidanaan terhadap pelaku pendistribusian informasi
elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik dalam Putusan Pengadilan Nomor : 50/PID.SUS/2015/PT.PBR

D. Landasan Teori I B LAM

Teori Pemidanaan

Dilihat dari filoso%a(,:pmrg a@ul hu@rf;m Lne@liWrti yang
sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan
kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah
suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim
dengan vonis. kepada orang yang telah melanggar tindak pidana.
Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat
membuat orang takut dan jera sehingga orang tersebut tidak
melakukan tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan
istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki

pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian



umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang
sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan
pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal
ini Muladi menegaskan, bahwa : °

“Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan
dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang
menderitakan.”

Moeljatho membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau
tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan
bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum
berasalah dari kata wordt gestraf. Beliau lebih memilih untuk

menggunakan kata yang I‘\Bﬁoﬂ/Mdana untuk kata straf

dandiancamdengan pidana untuk kata wordt gestraf. Hal ini
disebabkan apabila kata gf(;etgkg QkLmQ,fnalJa—@a\éVaf recht
berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi
hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana.

Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut :*°

“Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang
memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan
hakim dalam lapangan hukum perdata.”

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh

Sudarto, bahwa :*

° Andi Hamzah, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Aksara Baru,
Jakarta, 2007, him. 1.

10 Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005. him. 40.

M sudarto, Pemidanaan Pidana dan Tindakan, BPHN, Jakarta, 2002. him. 4



"Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak
hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum
perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni
penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan
pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis
dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada
umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu
hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan.
Perbedaanya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau

lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan
pidana. Seperti halny ak_ yan lakukan tindak pidana
berdasarkan peraturan p] gLQdAM dapat manjatuhkan
tindakan berupa menyera@acahl@:@*adgoﬁng@ngepada
Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu
sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila
dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada
siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

Istilah hukum berasal dari kata straf dan istilah dihukum
berasal dari kata wordt gestraf. Adami Chazawi menjelaskan, bahwa

.12

“Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja
dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah
melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam

12 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001, him. 24.



10

hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis
penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10
KUHPidana.”
Selanjutnya Dwidja Priyanto memaparkan : *3
“Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana
adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-
aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang
ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri.”

Sudarto mengatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai
pembalasan atau imbalan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana,
dan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap

orang yang melakukan tindak pidana, dan untuk pembinaan perawatan

pelaku tindak pidana. Ke jan_penggunaan jstilah stelsel pidana

sebenarnya tidak menunf@ IgnA tepat, sebab dalam

KUHPidana_dikenal jug@ecgh @I@ | tir@kﬁ\n. Hka wnbahas

tentang_pengertian, maka di dalam pengertian tersebut terkandung

unsur-unsur, dan dalam suatu pidana mengandung unsur-unsur

sebagaimana menurut Dwidja Priyanto berikut :**

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
memiliki kekuasaan (memiliki wewenang); dan

3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut Undang-undang.

13 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2006, him. 9.
“Ibid, him. 9.
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Istilah hukuman dan pidana dalam hal ini terdapat perbedaan.
Suatu pidana harus berdasarkan Undang-undang, sedangkan
hukuman lebih luas pengertiannya karena dalam pengertian hukuman
di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan,
kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Mengenai hakikat, Bonger
mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan,
karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan
masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah,
bahwa :*°

"Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena

melakukan suatu delik. Akan_tetapi hal ini bukan merupakan tujuan
akhir, melainkan hanya tu @r eka

. Metode Penelitian S C h 00 | O'F |_a W

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data
yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan
sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan
skripsi yang berjudul : “Pemidanaan terhadap pelaku
pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, adalah yuridis

normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-

> Andi Hamzah, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op. Cit, him. 11.
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undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang
dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta,
dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan
hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh
mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk
deskriftif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek
atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik
kesimpulan yang berlaku umum mengenai pemidanaan terhadap
pelaku pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau I)BrrlaraﬂnM.l6 :

2-Pendekatan.Renelitian

Metode penﬁ%b@@Jila@i Lai@véénelitian
hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian
yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap
data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan
hukum primer,sekunder maupun tersier.’” Penelitian ini meliputi
penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di

Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku

16 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2010, him.
81

" Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000,
him.24
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pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan menghimpun

dan menginventarisir bahan-bahan hukum khususnya bahan

kepustakanan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

b.

Bahan—bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah
dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan

resmi atau risalahIiB Enﬂs\Mndangundangan, dan

putusanhakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,
meliputi_:° Und%@&n@@ onOLf ajhn@%v8 yang
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan-
peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.
Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah
seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi

ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya

8 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, him. 141
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dengan pemidanaan terhadap pelaku pendistribusian informasi
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik , sebagai objek yang teliti yaitu literatur
dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di
teliti.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut
dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik
kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan
internet (virtual research). *°

4. Teknik Pengumpulan I)B LA M

Data yag di peroleh dari hasil penelitian yang di

VRO LeBWon cors

studi™ Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan

dapat_secara langsu

penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan
menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-
teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan
permasalahan pemidanaan terhadap pelaku pendistribusian
informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, yang menjadi objek penelitian dan
penulisan skripsi. %

5. Metode Analisis

1% Soekanto Soerjono dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkazlg, PT RajaGrafindo Persada, 2005, him. 62
Ibid.
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Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok
bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan
adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di
peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang

di bahas dengan sistematis.?

IBLAM

— School of Law

“'Bambang Mudijianto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif, Tiarana
Lokus, yogyakarta, 2014, him.3.



	cover dll.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

